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TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN CIREBON,

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Cirebon, perlu ditetapkan pemberian kompensasi bagi penerima
layanan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;

bahwa pemberian kompensasi merupakan wujud tanggung jawab
penyelenggara dan pelaksana layanan kepada masyarakat
penerima apabila dalam memberikan layanan perizinan
berusaha, perizinan dan nonperizinan tidak sesuai dengan

Standar Pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tentang Pemberian Kompensasi bagi Penerima Layanan di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Cirebon;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan



mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);



10.

11.

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1); Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 115 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 115);

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 503 /Kep.442-DPMPTSP/2022
tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

MEMUTUSKAN :

Pemberian Kompensasi bagi Penerima Layanan di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Cirebon.

Pemberian kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau
aduan tertulis dari penerima layanan yang mendapatkan layanan

tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.

Wujud pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU berupa :

a. permohonan maatf;

b. prioritas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,;

c. Prioritas pelayanan tanpa harus antri; dan

d. Hasil layanan akan diantarkan ke alamat pemohon layanan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan dapat diubah sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal S Januari 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,

DEDE SUDIONO, S.T., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19700421 200312 1 004

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon
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